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ABSTRAK  

 

PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK DI UPT 

PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN 

BENGKALIS 

 

OLEH  

 

RHEIHAN DHARMAWAN  

 

02070617216 

 

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari sampai Bulan Maret tahun 2023 di 

Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. Penelitin ini dilakukan 

dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui tentang penerapan sanksi terhadap 

ketidakpatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak yang 

terdaftar pada Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. Pajak 

merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka 

peningkatan masyarakat. Penelitain ini menggunakan jenis data primer dan 

skunder, yang metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan 

dokumentasi. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan sanksi 

terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

sudah diterapkan sesuai dengan prosedur dan peraturan perpajakan yang berlaku, 

namun terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam proses penerapan sanksi 

nya seperti masih kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat memenuhi 

kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak, identitas wajib pajak 

yang belum valid, dan kurangnya penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatan kepatuhan wajib pajak membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan yaitu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang 

pentingnya membayar pajak melalui melalui banner, baliho, ataupun poster.  

Kata Kunci : Sanksi, Ketidakpatuhan, Pajak Bumi dan Bangunan 
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ABSTRACT  

 

IMPLEMENTATION OF SANCTIONS FOR NON-COMPLIANCE IN 

PAYING LAND AND BUILDING TAX (PBB) FOR TAXPAYERS AT 

REGIONAL REGIONAL UPT REVENUE MANDAU DISTRICT, 

BENGKALIS REGENCY 

 

BY 

RHEIHAN DHARMAWAN  

 

02070617216 

 

This research was conducted from February to March 2023 at the Regional Income 

UPT Office, Mandau District. This research was conducted with the intent and 

purpose to find out about the application of sanctions for non-compliance in paying 

Land and Building Tax (PBB) for taxpayers who are registered at the UPT Revenue 

Office, Mandau District. Tax is a source of financing for national development in 

order to improve society. This research uses primary and secondary data types, the 

method of collecting data is by means of interviews and documentation. From the 

results of the study concluded that the application of sanctions against taxpayer 

non-compliance in paying Land and Building Tax has been implemented in 

accordance with applicable tax procedures and regulations, but there are several 

obstacles found in the process of applying sanctions such as the lack of awareness 

and understanding of the community in fulfilling their obligations as obligatory 

taxes in paying taxes, taxpayer identity that is not yet valid, and lack of counseling 

or outreach to taxpayers. Efforts that can be made to increase taxpayer compliance 

in paying Land and Building Tax are conducting outreach to taxpayers about the 

importance of paying taxes through banners, billboards, or posters.  

Keywords : Sanctions, Non-compliance, Land and Building Tax 
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karunia yang diberikan–Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan judul “PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah 

membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap 

potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan 

alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah 

pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional 

dalam rangka peningkatan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat 

penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena 

pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara  

(Salmah, S. 2018:152). Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada 

masyarakat, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan 

Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup 

potensial terhadap pendapatan negara.  

Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak 

meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis 

pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar 

pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan 

serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu 

perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Pajak ini 
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bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek 

yaitu bumi, tanah, dan atau bangunan  (Salmah, S. 2018:152). 

Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang 

potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak 

masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat 

kepatuhan wajib pajak kepada administrasi pengelolaan pajak. Kepatuhan wajib 

pajak adalah salah satu cara meningkatkan penerimaan PBB. Kepatuhan perpajakan 

berarti ketaatan untuk melakukan ketentuan atau aturan perpajakan yang 

diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan. 

Wajib pajak akan semakin patuh apabila adanya sanksi perpajakan yang 

dikenakan pada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya. Penerapan 

sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak 

melalaikan kewajibannya untuk menaati peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Salah satu permasalahan terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Mandau Kota Duri, Provinsi 

Riau, masih belum validnya data wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2), hal ini antara lain disebabkan karena proses pembetulan 

dan mutasi (balik nama) wajib pajak PBB-P2 yang belum terselenggara dengan 

optimal. 

Berdasarkan  yang  penulis peroleh dari Kantor UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau bahwasan nya jumlah target dan realisasi pada tahun 2017-

2022 sebagai berikut : 
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Tabel 1.1. 

Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Mandau,  

Kota Duri, Prov.Riau Tahun 2017 – 2022 

No  Tahun Jumlah Wajib Pajak Yang 

Terdaftar  

1 2017 48.703 

2 2018 50.842 

3 2019 50.445 

4 2020 50.367 

5 2021 40.282 

6 2022 40.316 

Sumber : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Riau 2022 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah 

wajib pajak sebanyak 48.703. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak mengalami 

peningkatan dengan jumlah 50.842, untuk tahun 2019 dan 2020  jumlah pajak 

mengalami penurunan yaitu 50.445 dan 50.367. Pada tahun 2021 dan 2022 

jumlah wajib pajak mengalami penurunan yaitu 40.282 dan 40.316. 

Berdasarkan banyaknya jumlah wajib pajak dan tidak adanya 

peningkatan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan, maka target yang telah 

ditetapkan oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau tidak akan 

terealisasi,hal ini dapat dilihat dari tabel berikut : 

 

Tabel 1.2. 

Target Dan Realisasi Penerimaan PBB Di Kecamatan Mandau, 

Kota Duri, Prov.Riau Tahun 2017 – 2022  

No Tahun Target Realisasi Persen Sisa Persen 

1 2017 5.727.774.669 2.529.027.944 44,14% 3.198.746.725 55,86% 

2 2018  5.870.503.742 2.427.427.355 41,34% 3.443.076.297 58,65% 

3 2019 5.866.017.311 2.197.460.864 37,46% 3.668.556.465 62,53% 

4 2020  5.088.252.050 2.270.251.598 44,62% 2.818.000.452 55,38% 

5 2021 15.600.385.504 12.274.785.904 78,7% 3.325.599.600 21,3% 

6 2022 17.795.157.354 14.725.799.759 82,8% 3.069.357.595 17,2% 

Sumber : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Riau 2022 
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Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 target pajak PBB sebesar 

5.727.774.669 dan yang terealisasi sebesar 2.529.027.944 dan memiliki sisa 

sebesar 3.198.746.725. Pada tahun 2018, target pajak PBB sebesar 

5.870.503.742 dan yang terealisasi sebesar 2.427.427.355 dan memiliki sisa 

sebesar 3.443.076.297.  Pada tahun 2019 target pajak PBB sebesar 

5.866.017.311 dan yang terealisasi sebesar 2.197.460.864 dan memiliki sisa 

sebesar 3.668.556.465. Pada tahun 2020 target pajak PBB sebesar 5.088.252.050 

dan yang terealisasi sebesar 2.270.251.598 dan memiliki sisa sebesar 

2.818.000.452. Pada tahun 2021 target pajak PBB sebesar 15.600.385.504 dan 

yang terealisasi sebesar 12.274.785.904 dan memiliki sisa sebesar 

3.325.599.600. Pada Tahun 2022 target pajak PBB sebesar 17.795.157.354 dan 

yang terealisasi sebesar 14.725.799.759 dan memiliki sisa sebesar 

3.069.357.595.  

Dari data diatas target dan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan 

Mandau pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 

sebelumnya, karena dibantu dengan adanya peraturan bupati Nomor 51 tahun 

2022 tentang penghapusan sanksi administrasi PBB-P2. Dengan adanya 

peraturan ini sangat membantu masyarakat banyak dan ada tempat-tempat 

terdekat untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak seperti 

indomaret dan aplikasi-aplikasi yang lainnya, sehingga target penerimaan PBB-

P2 hampir mencapai 100%. 

Selain itu permasalahan yang timbul bagi wajib pajak mengenai beberapa 

besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh 
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wajib pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran karena belum adanya 

kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban wajib pajak dalam melakukan 

pembayaran pajak kepada Negara dengan tidak menyampaikan surat 

pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu. 

Tabel 1.3. 

Jumlah Wajib Pajak Yang Dikenakan Sanksi Di Kecamatan 

Mandau, Kota Duri, Prov.Riau Tahun 2017 – 2022  

No Kelurahan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Air Jamban  42 84 19 43 30 46 

2 Babussalam  85 23 59 78 63 57 

3 Balik Alam  95 11 77 70 82 89 

4 Batang Serosa 87 28 83 30 45 53 

5 Bathin Betuah 70 33 25 46 20 39 

6 Duri Barat  72 27 90 50 77 67 

7 Gajah Sakti  59 17 98 82 65 77 

8 Harapan Baru  20 21 24 62 73 87 

9 Pematang Pudu 16 54 24 45 55 49 

10 Talang Mandi  40 26 57 80 76 70 

Sumber : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Riau 2022 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data wajib pajak per 

kelurahan yang mendapatkan sanksi mayoritas meningkat dari dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2017, kelurahan Balik Alam wajib pajaknya mendapatkan 

sanksi paling banyak yaitu 95 orang. Pada tahun 2018, kelurahan Air Jamban 

wajib pajaknya mendapatkan sanksi paling banyak yaitu 84 orang. Pada tahun 

2019, kelurahan Gajah Sakti wajib pajaknya mendapatkan sanksi paling banyak 

yaitu 98 orang. Pada tahun 2020, kelurahan Duri Barat wajib pajaknya 

mendapatkan sanksi paling banyak yaitu 90 orang. Pada tahun 2021 kelurahan 

Duri Barat wajib pajaknya mendapatkan sanksi paling banyak. Pada tahun 2022 

kelurahan Harapan Baru wajib pajaknya mendapatkan sanksi paling banyak. 
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Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menjadikan sebuah karya tulis dengan judul : 

Penerapan Sanksi terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak pada UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.  

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah diatas adalah : 

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak pada UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ? 

2. Apa faktor yang menghambat penerapan sanksi bagi wajib pajak yang 

terlambat membayar pajak di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis ? 

3. Apa saja upaya yang dilakukan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis terhadap ketidakpatuhan wajib pajak bumi 

dan bangunan ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak pada UPT 

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 
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2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi bagi wajib pajak 

yang terlambat membayar pajak di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terhadap ketidakpatuhan 

wajib pajak bumi dan bangunan. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah : 

1. Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan dan mengetahui penerapan 

sanksi terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) bagi wajib pajak pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis. 

2. Bagi kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk menjadi 

bahan pertimbangan dalam perbaikan penerapan sanksi terhadap 

ketidakpatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib 

pajak pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis dimasa yang akan datang. 

3. Bagi penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan 

perkuliahan pada program studi D3 Administrasi Perpajakan dan 

memahami penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak pada UPT Pendapatan 

Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 
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1.4. Metode Penelitian  

1.4.1. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor  UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang beralamat dijalan Desa 

Harapan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2023. 

1.4.2. Jenis Dan Sumber Data  

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilokasi 

penelitian dari narasumber melalui wawancara. Penulis mewawancarai 

Kepala Bidang UPT dan staf-staf pada seksi pendataan dan penetapan. 

Adapun data primer yang diperlukan adalah data PBB seperti Target 

Dan Realisasi Penerimaan PBB Di Kecamatan Mandau. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

seperti dokumen, arsip/catatan, buku-buku referensi yang berhubungan 

penulisan, dan sumber-sumber lainnya. 

1.4.3. Metode Pengumpulan Data  

1. Wawancara  

Dengan cara memberikan pertanyaan pertanyaan pada kepala bidang 

atau pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber terhadap masalah yang 

diteliti. 

2. Dokumentasi  
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Dengan cara memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, 

dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta 

keterangan yang dapat mendukung penulisan tugas akhir 

1.5. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode 

pengumpulan data, dan sistematika penulisan.  

BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum  

Dari Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Visi dan Misi, Uraian 

tugas serta Struktur Organisasi.  

BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

Bab ini menguraikan tentang teori teori yang mendukung 

pelaksanaan penelitian, dan menguraikan mengenai penerapan dan 

praktek yang terjadi langsung di kantor UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.  

BAB IV : PENUTUP  

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan 

hasil penelitian serta saran yang dikemukakan oleh penulis.  

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

2.1. Sejarah Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan  Mandau 

UPT pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan 

tangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada awalnya 

Badan Pendapatan Daerah ini juga mengurus retribusi, sampah dan kebersihan 

pasar. Namun, pada awal tahun 2000 Bapenda dipecah menjadi 2 Badan yaitu; 

Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar. Badan Pendapatan Daerah 

mengurusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak 

reklame, pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan non PLN, pajak 

parkir, pajak bumi dan bangunan dan pajak BPHTB. Sementara Badan 

pecahnya yaitu Badan pasar fokus menangani masalah kebersihan retribusi dari 

pertamanan dan kebersihan kota.  

Pada tahun 2014 pelimpahan wewenang masalah wewenang PBB (pajak 

bumi bangunan) dikelola oleh UPT Bapenda oleh pusat. Jadi wewenang 

pemungutan pajak menjadi 7 alternatif pemungutan pajak. Seiring 

berkembangnya daerah dipecah lagi menjadi 3 Badan yaitu Badan perizinan 

dan penanaman modal BPPT yang khusus menangani pajak retribusi dan 

penerbitan izin dari macam-macam pajak yang dikelola oleh Bapenda yang 

dahulunya juga menjadi tugas dari UPT Bapenda. UPT Pendapatan Daerah 

menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 18 Tahun 2005 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 
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pasal 17 ayat 2 UPT adalah Unsur pelaksana Teknis Operasional Badan 

Pendapatan Daerah di lapangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis 

No 13 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Daerah Kabupaten 

Bengkalis pasal 37 ayat 3 UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara operasional 

berkoordinasi dengan camat. 

 

2.2.Gambaran Umum Instansi  

Nama tempat  :Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Daerah Kec.    

Mandau Kab. Bengkalis 

Alamat       :Jl. Desa Harapan, Air Jamban, Kec. Mandau, Kabupaten  

          Bengkalis, Riau 28784 

Telepon      : (0765) 91911 
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2.3.Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

Gambar 2.1.  

Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Riau 

 

2.4.Uraian Tugas 

UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Kab. Bengkalis menyusun suatu 

struktur organisasi dengan menguraikan beberapa tugas tiap-tiap bagian. 

KA. UPT 

Sub Bagian Umum 

Bendahara  
Bidang Dana 

Perimbangan 

 

Bidang Pajak 

Retribusi Dan 

Pendapatan 

Daerah 

 

Koordinasi  

PBB

 

Bidang 

Administrasi 

Bagian Pemungut 

Lapangan  
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Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap unit pada UPT Pendapatan Daerah 

Kec. Mandau Kab. Bengkalis:  

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

Dipimpin oleh Wan Anismah, S.H dengan uraian tugas :  

a. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja staf. 

b. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam upaya 

meningkatkan PAD dan PBB yang dilimpahkan menteri keuangan RI 

kepada daerah. 

c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan 

penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis. 

d. Tugas-tugas lainnya yang diarahkan kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bengkalis. 

2. Kepala Sub Bagian tata usaha dengan uraian tugas : 

a. Membantu kepala UPT Pendapatan Daerah dalam mengelola 

administrasi umum dan kepegawaian.  

b. Membantu bendahara pembantu penerima administrasi umum 

pengelolaan penerimaan daerah pada kantor UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau. 

c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau .  

d. Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan 

kinerja Badan, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan 

dinas.  
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya. 

3. Bidang Dana Perimbangan dengan uraian tugas :  

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Dana 

Perimbangan lingkup Bagi hasil Pajak dan bukan pajak, serta pajak 

bumi dan bangunan.  

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Dana 

Perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak 

bumi dan bangunan.  

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Dana 

perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak 

bumi dan bangunan.  

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya. 

4. Bidang pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dengan 

uraian tugas :  

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pajak, 

Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya lingkup Pajak, 

Retribusi dan Pendapatan lain-lain.  

5. Bendahara, dengan uraian tugas :  

a. Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah.  

b. Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah pada 

buku penerimaan sejenis dan buku kas umum 
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c. Menyetor semua jenis penerimaan daerah pad kas daerah Kabupaten 

Bengkalis setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal   

d. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan daerah 

Kecamatan Mandau. 

6. Koordinator PBB, dengan uraian tugas :  

a. Membantu tugas administrasi PBB-P2 pada kantor UPT Pendapatan 

Daerah Kecamatan Mandau.  

b. Membantu tugas kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

dan memantau penyampaian SPPT-PBB desa dan kelurahan.  

c. Tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau 

7. Bagian Administrasi, dengan uraian tugas : 

a. Laporan bulanan pajak.  

b. Pembukuan penerimaan bulanan.  

c. Pendataan wajib pajak. 

8. Petugas Pemungut Lapangan/Harian, dengan uraian tugas :  

a. Memungut pajak.  

b. Mengantar SPTPD.  

c. Pendataan wajib pajak 

 

2.5.Visi, Misi, Dan Motto UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

Adapun visi, misi, dan tujuan dari UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau 

Kab. Bengkalis adalah sebagai berikut: 
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a) Visi  

Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Kepada Masyarakat Serta 

Meningkatkan Penerimaan Daerah Melalui Peningkatan Kualitas 

Pelayanan. 

b) Misi  

a. Meningkatkan profesionalitas aparatur pelaksana pelayanan PBB-P2 

b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2. 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. 

c) Motto  

Melayani dengan hati maklumat : dengan ini kami menyatakan sanggup 

menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah 

ditetapkan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada uraian sebelumya 

mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi 

Dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak Pada UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka penulis memberikan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak bumi 

dan bangunan pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dapat 

dikatakan sudah baik karena sesuai dengan undang undang. Sanksi yang 

diberikan yaitu berupa denda. Denda 2% setiap bulannya berdasarkan 

peraturan Perda yang berlaku. Wajib Pajak yang pernah terlambat 

membayar pajak merasa tidak keberatan dengan denda tersebut dan siap 

membayar jika ia terlambat membayarnya. 

2. Faktor yang menghambat penerapan sanksi bagi wajib pajak yang 

terlambat membayar pajak di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

adalah masih kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat 

memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak, 

identitas wajib pajak yang belum valid, dan kurangnya sosialisasi kepada 

wajib pajak.  

3. Upaya yang dilakukan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis terhadap ketidakpatuhan wajib pajak bumi dan 
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bangunan adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang 

pentingnya membayar pajak melalui melalui banner, baliho, ataupun 

poster, diberlakukannya kembali undian-undian berhadiah  kepada wajib 

pajak yang membayar tepat waktu, dan  sistem  pembayaran pajak secara 

online yang dapat memudahkan wajib pajak. 

 

4.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan 

beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi 

pembahasan didalam penelitian ini,. Penulis memberikan saran sebagai 

berikut:  

1. Bagi Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau diharapkan 

dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang masih belum 

paham tentang pajak dan dalam kewajibannya sebagai wajib pajak. 

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sanksi 

ketidakpatuhan wajib pajak  dan  memberikan  pelayanan info yang mudah 

diakses oleh wajib pajak, karena masih banyak yang belum mengetahui 

sistem  pembayaran pajak secara online.  

2. Bagi Wajib Pajak harus memenuhi tugas Perpajakan sesuai ketentuan yang 

berlaku, seperti melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu 

sesuai peraturan yang berlaku 

3. Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih 

teliti, akurat, baik itu dari data yang diperoleh dapat mempengaruhi potensi 
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penerimaan PBB-P2 di kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kantor UPT 

Kecamatan Mandau tiap tahunnya ? 

2. Apakah penerimaan tersebut sesuai dengan target dan realisasi yang ditetapkan 

tiap tahunnya ? 

3. Bagaiamana penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat 

membayar pajaknya di kantor UPT Kecamatan Mandau ?  

4. Apa sanksi yang diberikan untuk bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat 

membayar pajaknya di kantor UPT Kecamatan Mandau ? 

5. Apa  hambatan yang ditemui dalam proses penerapan sanksi di kantor UPT 

Kecamatan Mandau ? 

6. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh kantor UPT Kecamatan Mandau untuk 

menanggulangi faktor penghambat tersebut ? 
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